
Kotim Dapat Bantuan Keagamaan Rp2,6 Miliar, Legislator Ingatkan Pertanggungjawaban 

 

Sampit (Antaranews Kalteng) - Kabupaten Kotawaringin Timur tahun ini mendapat hibah Rp2,6 miliar dari 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan. 

"Yang terbesar itu di Kecamatan Baamang, Mentawa Baru Ketapang, Seranau, dan Parenggean. Bantuan 

akan diserahkan kepada pengurus masjid. Selain dari bantuan itu, juga ada bantuan untuk gereja, wihara, 

dan lainnya," kata Anggota Komisi A DPRD Kalimantan Tengah M. Fakhruddin saat reses di Sampit, Rabu. 

Ia menjelaskan hibah tersebut dalam bentuk dana tunai. Bantuan yang diterima Kotawaringin Timur lebih 

besar dibandingkan dengan bantuan yang diterima Kabupaten Seruyan yang Rp960 juta. 

Bantuan diberikan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan perbandingan jumlah penduduk. 

Namun, bantuan yang diterima Kotawaringin Timur dan Seruyan, cukup besar dibandingkan dengan daerah 

lain. 

Selain itu, kata dia, ada pula bantuan dalam bentuk proyek fisik melalui Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai pekerjaan antara Rp400 juta hingga Rp500 juta, 

seperti di Kecamatan Kotabesi, Baamang, Mentawa Baru Ketapang, dan Seranau. 

Besarnya bantuan kemasyarakatan dan keagamaan itu menjadi gambaran komitmen pemerintah provinsi, 

khususnya gubernur dalam mendukung kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan. Bantuan diberikan 

kepada semua pemeluk agama secara proporsional. 

Legislator asal Kotawaringin Timur itu, menjelaskan surat keputusan tentang pemberian dana hibah 

diserahkan kepada pemerintah kabupaten, selanjutnya disalurkan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 

kepada pemerintah kecamatan, kemudian kepada kepala desa hingga diserahkan kepada pengurus masjid. 

Bantuan itu, katanya, berupa dana langsung yang akan dikirim ke kas pengurus masjid selaku penerima 

bantuan. 

Ia menjelaskan kepala desa harus turut mengawasi dan mengingatkan pengurus masjid untuk memastikan 

dana tersebut digunakan sebagaimana mestinya. 

Fakhruddin mengingatkan pengurus masjid supaya membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan 

dana sesuai aturan. 

Meski dana hibah, kata dia, penggunaan dana tersebut akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan 

Inspektorat. 

"Saya mengingatkan ini karena dulu pernah ada yang menerima bantuan Rp25 juta tapi tidak ada 

pekerjaannya. Setelah diselidiki ternyata uangnya dipakai untuk kegiatan lain. Akhirnya disuruh 

mengembalikan. Saya harap itu jangan sampai terjadi lagi," kata dia. 

Penerima hibah diharapkan mematuhi aturan dalam menggunakan dana tersebut. 

Jika terjadi penyimpangan, kata dia, dipastikan diproses sesuai aturan hukum. 

 

 



Sumber: 
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Catatan: 

Bantuan Hibah Bidang Keagamaan adalah pemberian uang Pemerintah Daerah kepada Badan/ lembaga dan 

organisasi keagamaan yang berbadan hukum Indonesia secara spesifik telah ditetapkan pembentukannya 

yang memenuhi persyaratan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang 

bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Penerintah Daerah. 

Tujuan Bantuan Hibah bidang Keagamaan adalah: 

1. Menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan azas 

keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat; 

2. Mendukung pelaksanaan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah 

Daerah. 

Sasaran Bantuan Hibah bidang Keagamaan antara lain: 

1. Badan/Lembaga dan organisasi kemasyarakatan bersifat keagamaan yang berbadan hukum Indonesia; 

2. Rumah Ibadah. 

Bantuan Hibah diberikan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut: 

1. Transparan : Dikelola secara terbuka mulai dari prosesseleksi, penetapan hingga penyaluran bantuan 

terbuka untuk seluruh masyarakat; 

2. Akuntabel : Dapat dipertanggung jawabkan baik dari aspek keuangan, keluaran maupun manajemen 

pengelolaan; 

3. Kepastian hukum : Bantuan Hibah yang disalurkan dilakukan secara konsisten dan ada jaminan 

kepastian hukum bahwa semua unsur masyarakat/lembaga yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi 

dapat memperoleh Bantuan Hibah; 

4. Tepat Waktu : Hibah dan Bansos disalurkan kepada penerima sesuai waktu dan mekanisme penyaluran; 

5. Tepat sasaran : Hibah disalurkan kepada penerima sesuai memenuhi sasaran yang ditentukan; 

6. Tepat jumlah : Besarnya jumlah yang diterima oleh penerima Hibah sesuai dengan jumlah yang 

ditetapkan.. 

 


